BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR : 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH, PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

Menimbang a bahwa perjalanan dinas dilaksanakan dalam rangka menunjang tugas-
tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang
melaksanakan secara tertib efektlf, transparan dan bertanggungjawab
serta peruntukannya membawa dampak positif bagi Pemerintah
Kabupaten Minahasa Utara;

b. bahwa perjalanan dinas dilaksanakan atas perintah pejabat yang
berwenang dengan memperhatikan pembiayaan yang lebih efisien,
ekonomis sesuai kebutuhan nyata/ril,, memenuhi dengan kondisi
kemampuan keuangan daerah;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara
tentang Perjalanan Dinas bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawal Tidak Tetap di Ungkungan Pemerintah
Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2019.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009
Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia
Nomor 5079); }



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Minahasa Utara di Propinsi Slawesi Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4343);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambhan Lembaran
Negara Republik Indonesia;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576);

Peraturan Pemerintahn Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar
Biaya Masukan Tahun Anggaran2018. }



MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI
KEPALA OAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Oalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

) Kabuoaten adalah Kabupaten Minahasa Utara;

(2) Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;

(3) Bupati adalah Bupati Minahasa Utara;

(4) Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Minahasa Utara;

(5) Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Utara;

(6) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara;

(7) Asisten adalah Asisten Sekretaris Kabupaten Minahasa Utara;

(8) Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan
pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Oaerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah,
Inspektorat, Badan PerencanaanPembangunan Daerah dan LembagaTeknls Daerah;

(9) Lembagalain yang ada di Kabupaten Minahasa Utara yang terdiri atas Badan Narkotika
Kabupaten (BNK) dan Sanggar Kegiatan Belajar, Sekolah, Puskesmas, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum;

(10) Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga Negara Republik
Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang
dan diserahi tugas Negara/Daerah lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

(11) Pejabat Negara dan Pejabat Aparatur Sipil Negara adalah Pejabat Negara dan Aparatur Sipil
Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Daerah;

(12) Pejabat Negara adalah Bupati, Wakil Bupati;

(13) Tim PenggerakPKK, yang selanjutnya singkat TP-PKK, adalah Tim PenggerakPKK di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;

(14) Dharma Wanita Persatuan yang dlsingkat DWP, adalah Dharma Wanita Persatuan di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;

(15)Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Para Asisten,
Sekretaris DPRD, Kepala Dinas/Badan, Kepala Bagian, Camat, Direktur RSUD, Pengguna
Anggaran, KuasaPenggunaAnggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;

(16) Dinas Daerahadalah Sadan Daerah Kabupaten Minahasa Utara;

(17)Badan Daerah adalah Sadan Daerah Kabupaten Minahasa Utara;

(18) Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Para Kepala PD di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.

(19) Kuasa PenggunaAnggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang memperoleh
kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan
tanggungjawab penggunaan anggarandi lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.

(20)APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

(21)Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan untuk
kepentingan Negara/Daerah.

(22) Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota atau dalam kota atau
dari Tempat kedudukan keJempat yang dituju untuk melaksanakan tugas dan kembali ke
tempat kedudukan semula.



(23) Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dlnas yang dilaksanakan ke luar
tempatkedudukan  di dalam wilayah Kabupaten Minahasa Utara untuk kepentingan daerah
atas perintah pejabat yang berwenang.

{24) Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan keluar tempat
kedudukan/kantor diluar wilayah Kabupaten Minahasa Utara tetapi masih di dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang
berwenang.

(25) Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan  kerja ke negara-negara
yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat negara dan/atau Aparatur
Sipil Negara dalam rangka efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan.

(26) Surat Perintah Tugas, selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah Tugas kepada Pejabat
Negara, ASN, TP-PKK, dan DWP untuk melaksanakan perjalanan dinas.

(27) Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPPD, adalah Surat Perintah
kepada Pejabat Negara, ASN, TP-PKK dan DWP serta Pegawai Tidak Tetap untuk
melaksanakan perjalanan dinas.

(28) Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan
sekaligus.

(29) Biaya Rill (at-cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti-bukti pengeluaran yang
sah.

(30) Daftar Pengeluaran Perjalanan Dinas adalah Daftar terhadap biaya penginapan, transport dari
tempat kedudukan ke tempat terminal bis/bandara/pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang
dan biaya transit.

(31) Biaya Transit adalah biaya dari bandara ke kota yang dituju Uika bandara tidak se-kota/kab yg
dituju). Tidak berlaku buat bandara Soekarno Hatta ke wilayah Provinsi OKI Jakarta.

(32) Perhitungan Rampung (kalkulasi biaya) adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung
sesuai dengan kebutuhan rill setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas berdasarkan
ketentuan yang berlaku.

(33) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban adalah surat pernyataan yang menyatakan adalah
benar telah melaksanakan perjalanan dinas yang dibuat oleh pejabat Negara, ASN, TP-PKK dan
DWP setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas dan ditandatangani diatas meterai
Rp. 6.000,-

(34) Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas adalah bukti pembayaran dari Bendahara Pengeluaran kepada
Pejabat Negara, ASN, TP-PKK dan DWP yang melaksanakan perjalanan dinas.

(35) Bukti Penginapan [ Hotel adalah kwitansi / nota /printout yang dikeluarkan oleh pihak hotel /
penginapan pada saat check out (tidak termasuk biaya mini bar, laundry, serta biaya service
lainnya atau berupa nilai tanggungan (voucher) yang dikeluarkan oleh jasa pelayanan
perhotelan di bandara.

(36) Tiket Pesawat / Kapal Laut | Kereta Api | Bis adalah tiket/karcis yang dikeluarkan oleh
perusahaan penerbangan/kapal laut/kereta api/bis pada saat Pejabat Negara, ASN, TP-PKK
dan DWP yang menggunakan jasa perusahaan/armada tersebut harus jelas mencantumkan
harga nilai jual.

(37) Laporan Perjalanan Dinas adalah laporan yang dibuat oleh Pejabat Negara, ASN, TP-PKK dan
DWP setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas yang disampaikan kepada Pejabat yang
memberi perintah/berwenang.

{38) Tempat Kedudukan adalah tempat dimana Perangkat Daerah berada.

(39) Tempat Bertolak adalat tempat/kota untuk melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.

(40) Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

(41) Detasering adalah penugasan sementara waktu.

(42) Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah
tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan
operasional sehari-hari Perangkat Daerah, yang tidak mungkin dllakukan dengan mekanisme
pembayaran langsung.

(43) Surat Perintah  Membayar Langsung (SPM-LS) Perjalanan Dinas adalah Surat Perintah
Membayar yang dikeluarkan/diterbitkan/oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
setelah selesai melaksanakan diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD). }



BAB II
JENIS, SUBJEKdan TUJUAN

Pasal2
Jenis Perjalanan Dinas meliputi:
a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah,;
b. Perjalanan Dinas Luar Daerah; dan
c. Perjalanan Dinas Luar Negeri.
Pasal3

(1) PelaksanaPerjalanan Dinasadalah:

a. Pejabat Negara;

b. ASN;

c. TP-PKK;

d. DWP; dan

e. PegawaiTidak Tetap

(2) Jabatan Aparatur Sipil Negaradari PNS meliputi :

a. Jabatan Administrasi, terdiri atas:

1. Jabatan Administrator, bertanggung jawab memimpin pelaksanaan kegiatan
pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, untuk jabatan
kepala bagian, sekretaris Dinas/Badan, irban, camat, Direktur RSUD, Kepala bidang;

2. Jabatan Pengawas, bertanggung jawab mengendallkan pelaksanaan kegiatan yang
dilakukan oleh pejabat pelaksana, untuk jabatan Kepalaseksidan kepala sub bagian;

3. Jabatan pelaksana, untuk jabatan seluruh ASN yang tugasnya bertanggung jawab
melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan.

b. Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri atas Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan
Fungsional Keterampilan, terdiri dari :

1. Jabatan Funsional Keahlian untuk jabatan ahli utama, ahli madya, ahli muda, ahli
pertama;

2. Jabatan Fungsional Keterampilan untuk jabatan penyelia, mahir, terampil, pemula.

c, Jabatan Pimpinan nnggi terdiri dari :

1. Pimpinan TIinggi Madya untuk jabatan Sekretarls Daerah;

2. Pimpinan Tinggi Pratama untuk Jabatankepala dinas/badan PerangkatDaerah.

(3) PelaksanaPerjalanan Dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam 5
(lima) tingkatan perjalanan dinas yaitu:

a. Tingkat A untuk Pejabat Negara,dan Sekretaris Daerah;

b. Tingkat B untuk KepalaDinas/Badan, Staf Ahli, serta PegawalTidak
Tetap yang setara;

c. Tingkat C untuk KepalaBagian, Sekretaris Oinas/Badan, KepalaBidang,ASN Golongan IV;

d. Tingkat D untuk KepalaSeksi,KepalaSub Bagian, KepalaSub Bidang, ASN Golongan lll,
KetuaTP-PKK, Ketua DWP;dan

e. Tingkat E untuk ASN Golongan Il, ASN Golongan |, Anggota TP-PKK dan Anggota DWP.

(4) PegawaiTidak Tetap sebagaimanadimaksud ayat (1) pasalini meliputi:

a. Non ASN yang diangkat sebagai Staf Khususyang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. Non ASN yang diangkat sebagaiTenaga Honorer yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati;

c. Non ASN yang ditugaskan Bupati/Wakil Bupati untuk melaksanakan program dan
keglatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Minahasa Utara.

(S) Khusus Ketua dan Wakil Ketua TP-PKK serta Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris DWP Tingk
Kabupaten/PD mengikuti tingkat perjalanan dinas suami sebagaimana pada ayat (2) dan (3)



Pasal4

Tujuan Perjalanan Dinas adalah untuk melakukan kepentingan Negara dan/atau Oaerah dapat
memoawa manfaat bagi Negara/Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.

BAB Il
PENANDATANGANANSPT DAN SPPD

Pasal 5

(1) SPT bagi Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Bupati.
(2) Apabila Bupati berhalangan, SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati atas nama Bupati.
(3) SPPD bagi Bupatl, WakHBupati dan Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

Pasal6

(1) SPT perjalanan dinas luar daerah (luar provinsi) bagi Pejabat dalam Jabatan Pimpinan nnggi,
Pejabat dalam dalam Jabatan Fungsional, Pejabat datam Jabatan Administrasi dan seluruh
Aparatur Sipil Negara (ASN)yang ada, ditandatanganl oleh Bupati.

(2) Apabila Bupati berhalangan, SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati atas nama Bupati, setelah
mendapat petunjuk/persetujuan dari Bupati

(3) Apabla Bupati dan Wakil Bupati berhalangan, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Oaerah atas
nama Bupati, setelah mendapat petunjuk/persetujuan dari Bupati.

(4) SPPD bagi Pejabat Pimpinan nnggi Pratama, ditandatangan oleh Sekretaris Daerah.

(5) Apabila Sekretaris Daerah berhalangan, SPPD ditandatangani oleh Asisten Sekretaris yang
memoidangi atas persetujuan Sekretaris Daerah.

(6) SPPD bagi Pejabat dalam dalam Jabatan Fungsional, Pejabat dalam Jabatan Administrasi
ditandatanganl oleh KepalaPerangkat Daerah.

Pasal7

(1) SPT perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dalam provinsi bagi Camat, Direktur
RSUD, Kepala Bagian di lingkungan Sekretaris Daerah dan ASN pada Sekretariat Daerah,
ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

(2) Apabua Sekretaris Daerah berhalangan, Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh
Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi atas persetujuan Sekretaris Oaerah, khusus
sekretariat Daerah apabila Asisten Sekretaris Daerah berhalangan ditandatangani oleh Kepala
Bagianyang membidangi.

(3) BagiPegawaiTldak Tetap/Non PNS SPT ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah, untuk
sekretariat daerah Surat Perintah Tugas berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

(4) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, bagi
Pegawal Tldak Tetap/Non PNS di tandatangani Kepala Perangkat Daerah, khususdi sekretariat
daerah ditandatanganioleh Sekretaris Daerah.

Pasal8

(1) SPT perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dalam provinsi dan SPPD bagi Pejabat
dalam jabatan Administrator di lingkungan Perangkat Daerah selain Pejabat sebagaimana
dimaksud dalam pasal 7 (tujuh) ayat (1), ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

(2) Apabila Kepala Perangkat Daerah berhalangan, SPT dan SPPD ditandatangani oleh sekretaris
pada Perangkat Daerah1r



Pasal9

Bagi Pejabat dalam Jabatan Pengawas dan Pejabat dalam Jabatan Pelaksana, SPT perjalanan
dinas dalam daerah dan luar daerah dalam provinsi dan SPPD ditandatangani oleh Atasan
Langsung / Pejabat yang berwenang pada Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang
bersangkutan.

Pasal 10

(1) Bagi pimpinan TP-PKK dan DWP, Surat Perintah Tugas (SPT) dan SPPO ditandatangani oleh
Bupati.

(2) Apabila Bupati berhalangan, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Wakil Bupati atas nama
Bupati, setelah mendapat petunjuk/persetujuan dari Bupati

Pasal 11

Bagi Guru, Kepala Sanggar Belajar (SKB) dan Kepala Puskesmas, Surat Perintah Tugas (SPT)
perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dalam provinsi dan SPPO ditandatangani oleh
Kepaa Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Minahasa Utara atas nama Sekretaris Daerah.

BABV
PEMBIAYAAN
Pasal 12
Jenis Biaya Perjalanan Dinas, terdiri atas:
a. Uang Harian;
b. BiayaTransportasi;
¢ ruayaPen~napan;dan
d. Uang Representasi
Pasal 13

(1) Uang Harian sebagaimanadimaksud Pasal 12 huruf a, meliputi:
a. UangSaku;
b. Uang Makan;
c. UangTransport lokal Ternpat Tujuan.
(2) BiayaUang Harian sebagaimanadimaksud ayat 1 dibayarkan sesuaidenganjumlah hari dalam
SPT serta SPPD.
(3) Uang Harian sebagaimana dimaksud ayat 1 dlbayarkan secara Lumpsum.
(4) BesaranUang Harian sebagaimanadimaksud ayat 1 tercantum dalam Lampiran Il.
(5) Uang Harian sebagaimanadimaksud ayat 1 huruf c tidak berlaku bagi Pejabat Negara,
dan Sekretaris Daerah.

Pasal 14

(1) BiayaTransportasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri dari:
BiayaTlket:

b. Biaya Pass masuk lainnya;

c. BiayaTransit;

d. SewaKendaraan;}

Q



(2)

)

e. Biaya Angkutan pergi pulang diatas jarak 5 (lima) kilometer dari tempat kedudukan ke
tempat tujuan; dan
f. Biaya Transportasi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan, terdiri atas:
1. Tempat kedudukan ke Terminal Bus/Bandara/Pelabuhan;
2. Terminal Bus/Bandara/Pelabuhan ke tempat tujuan;
3. Tempat tujuan ke tempat tujuan lainnya.
Dan berlaku juga sebaliknya
Biaya Tiket (angkutan Darat, Laut dan Udara) dibayarkan seluruhnya sesuai dengan harga yang
tercantum dalam tiket termasuk biaya jasa pelayanan penumpang pesawat udara (airport tax)
dan biaya pass masuk lainnya.
Biaya Transit diberikan transportasi sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah) sebagai batas tertinggi ke tempat tujuan dan berlaku sebaliknya. Dibayar penuh
apab la perjalanan dnas dilaksanakan oleh 1 (Satu) orang. Akan tetapi apabila yang
menjalankan perjalanan dinas dilaksanakan lebih dari 1 (Satu) orang, maka dibebankan pada
salah satu pelaksana perjalanan dinas (Makslmal 3 pelaksana perjalanan dinas dan
kelipatannya).
Biaya Angkutan Pergi Pulang diatas Jarak 5 kilometer dari batas kota tempat kedudukan
dengan menggunakan kendaraan dinas atau transportasi lainnya dibayar sebagaimana
tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Penyusunan Standarlsasi Harga Satuan Barang
Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
Biaya transportasi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan, terdirl dari:
a. Tempat kedudukan ke Terminal Bus/Terminal Kereta  Api/Bandara/Pelabuhan:
Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
b. Terminal Bus/Terminal kereta Api/Bandara/Pelabuhan Ke tempat tujuan: Rp. 300.000,-
(tiga ratus ribu rupiah).
Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d
dibayarkan secara Rill cost.
Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf c, huruf e, dan huruf f
dibayarkan secara lumpsum.
Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibayar penuh
secaralumpsum.

Pasal 15

Sewa Kendaraanhanya berlaku bagi Pejabat Negara, dan Sekretaris Daerah
BesaranSewaKendaraandibayarkan secarariil (dilampirkan nota/kwitansi dari perusahaan
persewaan kendaraan setempat).

Batas Tertinggi sewa kendaraan untuk Pejabat NegaraRp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per
hari.

Batas Tertinggi sewa kendaraan untuk dan Sekretaris Daerah Rp. 1.000.000,-

(satu juta rupiah) per hart.

Pasal 16

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf ¢ merupakan biaya yang
diperlukan untuk menginap:

a. Di hotel; atau

b. Di tempat menginap lainnya,

Biaya penginapan (biaya kamar) dibayarkan seluruhnya sesuai bukti pembayaran (print out)
yang dikeluarkan pihak hotel tempat menginap atau sejumlah nilai tanggungaf berupa
voucher dan kuitansi yang dikeluarkan oleh perusahaanjasa perhotelan dibandara.



(3) Biaya penginapan dibayar sesuai tingkatan perjalanan dinas dan tidak melebihi dari standar
tertinggi biaya penginapan sesuai tingkatan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V.

(4} Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dibayarkan secara rill cost
(ad-cost).

(5} Dalam hal perjalanan dinas mendampingi Pejabat Negara, dan Pejabat Pimpinan linggi
Madya, maka untuk penginapan Pelaksana SPPD dapat menggunakan fasilitas kamar terendah
pada hotel/penginapan yang sama.

(6} Pelaksana SPPD apabila tidak menggunakan fasllitas penginapan sebagaimana dimaksud ayat
(1) pasal ini berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen} dari tarif
hotel di tempat tujuan.
b. Biaya penginapan sebesar 30% {tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud huruf a
dibayarkan secara lumpsum, dengan memperhatikan jumlah malam hari menginap.
(7) Besaran biaya penginapan adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran V.

Pasal17

(1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf d adalah uang kehormatan yang
dapat diberlkan kepada Pejabat Negara, Pejabat dalam jabatan Pimpinan Tinggi yang
melaksanakan perjalanan dinas.

(2) Uang Representasidibayarkan sesuaijumlah hari SPT.

(3) Besaranuang representatif dibayarkan sesuaidenganyang tercantum dalam Lampiran IV

Pasal 18

{1) Biaya Pejalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Minahasa Utara dan Perjalanan Dinas Luar
Daerah Dalam Provinsiterdiri dari Uang Saku, Uang Makan dan Transpor Lokal.

(2) UangSaku, Uang Makan dan Transport Lokaldibayar secara lumpsum.

{3) Untuk yang menggunakan kendaraan dinas, tldak dibayarkan Transport Lokal.

(4) BiayaPenginapanakan dibayarkan secarariil cost.

(5) Untuk besaran Biaya Harian Perjalanan Dinas dalam negeri untuk perjalanan dinas Dalam
Daerah, Luar Daerah Dalam Provinsidan Luardaerah Luar Provinsi Sesuaidengan lampiran |I.

Pasal 19

(1) Biaya perjalanan dinas Ketua TP-PKK Tingkat Kabupaten serta Ketua, Wakil Ketua dan
Sekretaris DWP lingkat Kabupaten/Perangkat Desa/Unit Kerja disesuaikan dengan Tingkatan
Biava Perjalanan DinasSuami.

(2) Biaya perjalanan dinas untuk Anggota TP-PKK dan Anggota DWP disetarakan dengan
perjalanan dinas tingkat E

(3) Perjalanan dinas untuk Ketua, Wakil Ketua TP-PKK dan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris DWP
dalam hal mendampingi tugas suami, tidak diberikan biaya penginapan akan tetapi fasilltas
penginapan melekat langsung pada biaya penginapan suami.

Pasal20
Tidak dibenarkan melakukan pembayaran rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan
dalam waktu yang sama dan / atau tempat tujuan yang sama.}



(1)

(6)

Pasal 21

Biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan seluruhnya atau sebaglan berupa panjar (uang harian
dan biaya transportasi dari tempat kedudukan ke terminal Bis/Bandara/Pelabuhan ke tempat
tujuan pergi pulang) sebelum perjalanan dlnas dilaksanakan dengan menggunakan uang
persediaan yang ada dimasing-masing PD.

Dalam hal ini perjalanan dinas harus segara dilaksanakan sementara biaya perjalanan dinas
belum dapat dibayarkan maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan
din as selesai dilaksanakan.

Pasal 22

Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan

dalam SPT dan SPPD, maka subjek perjalanan dinas wajlb menyetor kembali uang harian dan

biaya penginapan yang telah dilterimanya.

Dalan, hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam

SPTdan SPPD, maka Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan memberi tambahan

uang harian, biaya transportasi, biaya penginapan dan uang representasi sepanjang kelebihan

jumlah  hari bukan disebabkan oleh kesalahan/kelalaian subjek perjalanan dinas yang

bersangkutan.

Tambahan Biaya sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal Inl, dapat dimintakan kepada PA/KPA

untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:

a. Surat Keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Pejabat = Bandara/Pimpinan
Perusahaan Jasa Transportasi lainnya; atau

b. Surat Keterangan Kepala Desa atau Camat untuk perjalanan Dinas Dalam Propinsi; atau

¢. Surat Keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.

Pasal23

Perja anan dinas hanya dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Sabtu, untuk hari
Minggu/ Hari Libur Nasional tidak diberikan biaya perjalanan dinas kecuali perjalanan dinas
tertentu dan /atau dalam keadaan kahar/luar biasa (force majeure)

Perjalanan dinas yang sifatnya untuk koordinasi dan [ atau konsultasi, dilaksanakan maksimal
2 (dua) orang dengan lama waktu 3 (tiga) hari, kecuali ada pertimbangan lain dan disertai
perintah dari Bupati.

Perjalanan dinas yang sifatnya koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (2), untuk Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah disesuaikan dengan kebutuhan wak:tu pelaksanaan tugas.
Perjalanan dinas dalam rangka studi banding dan / atau kunjungan Kkerja, dilaksanakan sesuai
jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD oleh Pejabat yang berwenang.

Perjalanan dinas dalam rangka, menghadiri rapat-rapat, sosialisasi, rekonsiliasi, seminar,
workshop, kursus-kursus, pendidikan dan pelatihan, dilaksanakan sesual jumlah hari yang
ditetapkan dalam SPT dan SPPD oleh Pejabat yang berwenang dengan mengacu pada
surat/undangan/pemberltahuan  dari lembagal/lnstansi  penyelenggaran dan kepada subjek
perjalanan dinas diberikan uang harian sesuai jumlah hari yang tercantum dalam SPT dan
SPPD

Apabila perjalanan dinas dalam rangka, menghadiri rapat-rapat, sosialisasi, rekonsillasi,
seminar, workshoop, kursus-kursus, pendidikan dan pelatihan, terdapat biaya kontribusi yang
harus disetor oleh subjek perjalanan dinas maka biaya kontribusi tersebut tidak dapat
dimasukkan dalam komponen biaya perjalanan dlnas tetapi dianggarkan tersendiri dalam

APBD. ~



(1)
2)

)
(4)
()
(6)

Perja anan dinas dapat dilaksanakan pada harl Minggu dan / atau hari libur nasional apabila:

a. Untuk menghadiri rapat-rapat/sosialisasi yang sifatnya resmi/penting yang
diselenggarakan oleh kementrian/pelaksanaan sesuai surat/undangan dimulai pada hari
senin atau hari kerja sesudah hari libur nasional serta ada pertimbangan yang lain.

b. Melaksanakan lebih dari 1 (satu) kegiatan dalam arti terdapat tugas tambahan yang
mendesak atas perintah Pejabat yang berwenang pada lokasl/tempat tujuan yang sama
dan/atau dalam rute perjalanan yang searah.

Keadaankahar/luar biasa (force majeure) sebagaimanayang ada pada ayat (1) pada pasal ini

adalah:

a. Perjalanan Dinasdalam rangka Penanggulanganbencana alam dan/atau bencana sosial.

b. Perjalanan Dinas yang mengalami keterlambatan disebabkan karena kelangkaan

modatransportasi, bencana alam, gangguankeamanan serta bencanasosial.

Pasal24

Perjaanan dinas dapat juga diberikan kepada Pejabat setingkat Pejabat Pimplnan Tinggi
Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi dan/atau ASN di lingkungan
Kementerian/Lembaga/Departmen Pemerintahan Pusat untuk melaksanakantugas di daerah
atas permintaan resmi/tertulis dari Pemerintah Kabupaten MInahasa Utara sepanjang
penugasan tersebut memberikan manfat untuk kemajuan daerah.

SPT dan SPPD Pejabat setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama,
Pejabat Administrasi, dan/atau ASN dilingkungan Kementerian/ Lembaga / Departemen
Pemerintah Pusatditandatangani oleh Atasan langsung.

Biaya perjalanan dinas Pejabat setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi
Pratama, PejabatAdministrator dibebankan sepenuhnya pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Pasal 25

Pegawai Tidak Tetap dan Masyarakat dapat melakukan perjalanan dinas apabila sangat
dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan, Promosi
Daerab dan kemasyarakatan serta bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa
Utara dengan mengacu pada tingkatan perjalanan dinas tingkat E sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) huruf e.

Pasal 26

Pejabat Negara dan/atau Aparatur Sipil Negaradllingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa
Utara dapat melakukan perjalanan dinas luar negeri.

Pejabat dinas ke luar negeri sebagaimanamaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
KerjasamaPemerintah Daerahdengan pihak luar negeri;

Seminar/Lokakarya/Konfrensi;

Promosi Potensi Daerah;

Kunjungan Persahabatan/Kebudayaan;

Pertemuan Internasional; dan/atau

f. Penandatangananperjanjian internasional.

Perjalanan dinas keluar negeri dapat dilakukan apabila pelaksanaan tugas di daerah tidak ada
yang mendesak,

Hasil-hasil dari perjalanan dinas ke luar negeri secara konkrit dapat bermanfaat bagi
peningkatan kinerja dan kepentingan daerah.

Perjalanan dinas keluar negeri mengacu pada pedoman sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan perjalanan dinas ke luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan peundang-

undangan}

® 00T o



Pasal27

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan inl dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

BABV
DOKUMENPERJALANANDINAS

Pasal28

(1} Dalam melaksanakan perjalanan dinas, subjek perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal3 harus memiliki dokumen perjalanan dinas.

(2) Ookurnen perjalanan dinas terdiri dari SPT dan SPPD yang ditandatangani oleh Pejabat yang
berwenang.

(3) Format SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti tercantum tarnprran
Format SPTdan SPPD dan sesuaikanlampiran VIl dan lampiran VIII.

BABVJ
PERTANGGUNGJAWABANERJALAMN DINAS

Pasal 29

(1) Subjek Perjalanan Dinas yang telah selesai melaksanakan perjalanan dinas wajib
menyampaikan dokumen pertanggungjawaban secara Administrasi dan Biaya.

(2) Ookurnen Pertanggungjawaban Administrasi Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Perjalanan
Dinas Luar Negeri terdiri dari SPT, Surat PanggilanJ Undangan dari Kementerian / Lembaga /
Departemen Pemerintah Lainnyal/ LembagaPenyelenggaradan Laporan Perjalanan Dinas.

(3) ookurnen Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Perjalanan Dinas Luar
Negeri terdiri darl Kalkulasi Biaya, Kuitansi tanda terima biaya perjalanan dinas, Daftar
Pengeluaran Rill, Surat Pernyataan Tanggung jawab Tiket/Karcis (pesawat udara, kapal laut,
bis, kereta api), Bukti naik pesawat (boarding pass), Bukti biaya jasa pelayanan penumpang
pesawat (airport tax) atau passmasuk lainnya dan Bukti biaya Penginapan/Hotel

(4) Dokumen Pertanggungjawaban Administrasi dan Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah terdirl
dari SPT, SPPD Rampung, Kalkulasi Biaya, Surat Pernyataan Tanggungjawab dan Laporan
Perjalanan Dinas.

Pasal30

Bentuk atau Format Surat Pemyataan Pertanggungjawaban, Tanda terima uang muka
perjalanan dinas, daftar pengeluaran riil perjalanan dinas, Kalkulasi Biaya Perjalanan Dinas,
Laporan Perjalanan Dinasserta surat pertanggungjawaban lainnya sesuaiyang tercantum pada
lampiran IX's/d lamplran XIV.J



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Kabupaten Minahasa Utara
Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah,
Pegawai Negeri Sipil dan PegawaiTidak Tetap dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Minahasa
Utara Tahun Anggaran 2018 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintah pengundangan ‘fraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Minahasa Utara. 0

Ditetapkan di Airmadidi
PadaTanggal : 3 Januari 2019

Paraf Koordinasl Sadan Keuangan

Pejabat Tanggal Parat/ BUPATI MINAHASA UTARA

Kasubld Anggann BTI A

Kabfd Anggaran

T
Sekretaris Badan Keuangan \ ~/11”
Pit. Kepala Badan Keuangan ~V
Pit. Kepala Bagian Hukum "I,

Aslsten Adminisirasl Umum I
m

Sekretaris Oaerah

Wakil Bupatl Minahasa Utara

Bupati MInahasa Utara MOHON DENGAN
HORMAT UNTUK
OITANDATANGANI
Oiundangkan di Airmadidl
Pada Tanggal 3 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA

JEMMYHENGKYKUHU

SERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 2



Lampiran | PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR :Z TAHurd 2019
TANGGAL  ~ JI-NUAR | :z.C19
TENTANG PERJALANAN DINAS
FASILITAS TRANSPOR BAGI PELAKSANA SPPD
MODA TRANSPORT ASI
NO PELAKSANA SPPD TING KAT PESAWAT KERETAAPI
BIAVA KAPALLAUT; HARGATIKET
UDARA /BUS
Bupati, Wakll Bupatl serta Pejabat Al
N Lai VIP/ Kelas | Spesial /
1. cgara tannya Bisnis P Dibayar Secara Rill
Sekretaris Daerah IA Eksekutif
A2
. |Asissten, Staf Ahli, ) . . "
L, siesen @ I Ekonomi Kelas | B Eksekutif |Dibayar Secara Riil
Kepala Dinas/Badan, 82
serta Pegawai Tidak Tetap
yang setara
Sekretaris Dinas/Badan,
Kepala Baglan, Kepafa Bldang, ) .
3. P g P 9 C Ekonomi Kelas Il A Eksekutif | Dibayar Secara Riil
PNS Gof IV serta Pegawai Tidak
Tetap yang setara
Kepala Seksl, Kepala Sub Bagian,
Kepala Sub Bidang, ASN Gol 111 , ) .
4. D Ekonomi Kelas Il A Eksekutif | DIbayar Secara Rill
dan Pegawai Tidak Tetap yang
setara
ASN Gol. I, PNS Gol. | serta
5. |Pegawai Tldak Tetap yang E Ekonomi Kelas Il A | EksekuUf |[Oibayar Secara Rill
setara
Paraf Koordlnasl Sadan Kruangan
Pejabat Tanggal
Kasubld Anggaran 8TI
Kab,d Anggaran
Sekretarls Bad,-aneKwi nga m -+----t+-f-—-11-—=—=--—v -

Pit. Kepala Sadan Keuangan

Pit. Kepala Baglan Hukum

Aslsten Admlnlstrasl Umurn

Sekretaris Daerah

Wakll Bupati Min,lhaQ Utara

BUPilb Mmahasa Utara

MOHON DENGAN
HORMAT UNTUK
OITANOATANGANI




LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR ;L. "ft\f-JIJ,...\ ..2019
TANGGAL:  ~ :JAPJUAf-1 ;:w 19
TENTANG PERJALANAN DINAS
SATtJAN BIAVA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
NO URAIAN TINGKATA TINGKATB2 TINGKATC TINGKATD TINGKATE
Rp. Rp. Rp. R Rp.
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH 950.000,00 850.000,00 750.000,00 650.000,00
PROVINS! SULAWESI UTARA
Uang Saku DI l.amplran Il 500.000,00 400.000,00 350.000,00 300.000,00
+ UangMakan 300.000,00 300000,00 250.000,00 200.000,00
+ Transport Lok.ii 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000.00
2 | PERJALANAN DINAS LUAR OAERAH 1.200.000,00 700.000,00 600.000,00 450.000,00 325.000,00
DALAM PROVINS! SULAWESI UTARA
UangSaku 600.000,00 400.000,00 350.000,00 250.000,00 150.000,00
« Uang Makan 350.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00 100.000,00
Transport  Lokal 250.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 75.000,00
3 | PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH 550.000,00 400.000,00 350.000,00 300.000,00 200.000,00
DALAM PROVINS! SULAWESI UTARA
(DIATAS 5 KM DARI BATAS KOTA)
Uang Saku 350.000,00 300.000,00 175.000,00 150.000,00 100.000,00
+ UangMakan 200.000,00 100.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00
+ Transport Lokal 100.000,00 75.000,00 25.000,00
4 | PERJALANAN DINAS OALAM DAERAH 250.000,00 200.000,00 175.000,00 150.000,00 125.000,00
KABUPATEN MINAH.ASA UTARA
« Ulng Saku 150.000,00 100.000,00 75.000,00 50.000.00 $0.000.00
+ U.ingMakan 100.000,00 100.000,00 75.000,00 75.000,00 50.000,00
« Transport Lok1l 25.000,00 25.000,00 25.000,00
S | PERJALANAN DINAS OALAM DAERAH 350.000,00 300.000,00 275.000,00 250.000,00 225.000,00
KABUPATEN MINAHASA UTARA
(DAERAH KEPULAUAN)
Uang Saku 200.000,00 150.000,00 100.000,00 75.000,00 50.000,00
+ Uang Makan 150.000,00 150.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00
Transport  Lokal 100.000,00 100.000.00 100.000.00

~ —— 1 Badan Kellinpn

Snirwtarts a.din Keuancan

jiit. ~e.,.-."illdIn

PIl.. f(epala aa11,an H"4tum

=Nt

Authln Amn,rutirativmum

Se krrt. IruDaerah
W-elcll 8u.poU Mino.h-..

Ut.ll/a

HOIIMAT UNTUK

- — — —— — —"NDATAHGANI

KETERANGAN

BERLAKU SELURUH PROVINS!
SEINDONESIA
OILUAR PROVINSI SULAWESI UTARA

/ KAB / KOTA

BERLAKU UNTUI( :

KAS. I<EP SANGIHE, I<AB. KEP. TALAUO,
KAB. KEP. SITARO, KAB. BOLMONG,

KAB. BOLMUT, KAB BOLTIM. KAB. BOLSEL,
KOTA KOTAMOBAGU, KAB. MITRA,

KAB. MINSEL

BERLAKU UNTUK
KOTA MANADO,
KOTA TOMOHON,
KAB. MINAHASA,
KOTA BITUNG




Lamplran 1l

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR  : 2. T,\MIUN 3.4 (9
TANGGAL "3 JF,\NUAAI .u>t9
TENTANG

UANG HARIAN PERJALANANDINAS LUAR DAERAH

PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH,

PEGAWAI NEGERI SIPIL. DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI UNGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARATAHUN ANGGAAAN2019

PEJABATNEGARA & PEJABAT DAERAH

(dalam rupiah)

PELAKS{tNASPPD TINGKAT| SATUAN| UANGHARIAN RINCIAN
Bupati, Wakil Bupati serta Pejabat Negara Orang/ Uang Saku LS00.000
Lainnya Al Hari : 2.500.000 Uang Makan L000.000
Sekretaris Daerah Orang/ Uang Saku 1000.000
A2 Hari 1.400.000 Uang Makan 400000

Keterangan -

1) Uang Harian Perjalanan Dinas Pejabat Negara dibayarkan secara lumpsum.
2) Satuan Blaya Perjalanan Dtnas Pindah dalam label ini merupakan batas tertmggi.

ParlfiCooralnulBadin Keuenpn

PeJabat
KasubldA"1U~I'2n BTL
KabldAngara,,

Ph ICrpala Baglan Hulwm
As.strn Adm,n,stras] Umum

Sekrer.m, Daerah

WokU Bupatl MIinahasa Ut.Ira

Supatl MInahau Utara

MOHON DENGAN
HORMAT UNTUK
OITANOATANGANI




Lamplran IV PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 2. —~Iifl 2d9
TANGGAL 3. JAJUA~ —19
TENTANG PERJAIANAN DINAS BAGI KEPALA OAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

UANG REPRESENTASI
PERJALANAN DINASJABATAN

(dalam rupiah)

PELAKSANA SPPD SATUAN UANG
REPRESENTASI
1. Bupati, Wakil Bupati, dan / .
Sekretarls Daerah Orang / Har 800.000
2. Asissten, Staf Ahli, Kepala Dinas/Badan Orang/ Hari 750.000

Keterangan :
1) Uang Representasi Perjalanan DinasJabatan dibayarkan secara lumpsum.
2) Satuan Biaya Perjalanan Dinas Pindah dalam Tabel ini merupakan batas tertinggi.

ParaflCoordtnasl Badan ICeuangan

BUPATI MINAHASA UTARA

Pejabat Tanggal
ilasub1dAnggaran €1l
Kabld Arggaran

SekretarsSadan ICeuangan

Pit. ICel)clla Badan IC.euangan

Pit. kepala8ag1anHukum

Aslsmn Jldminlistras| Umum

Sekretars Oaerah
Wakll 8t.pat) MinahasaUtara

Bupatl Minal'lasa Utara MOHON DENGAN
HORMAT UNTIJK
DITANDATANGANI




LampiranV

NOMOR

TENTANG

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
S0 T-HUN ~\A

TANGGAL
. PERJALANAN DINAS BAGI KEPALADAERAH/WAKILKEPALA DAERAH,

3 .7ANUA~t 2.D(j

PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIOAK TETAP 01 UNGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

SATUAN BIAVA PENGINAPAN

SATUAN BIAVA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

(dalam rupiah)

NO PRO'IINSI SATUAN TARIF HOTEL
TINGKAT A] TINGKATB TINGKATC TINGKATD | TINGKAT E
1 | ACEH O/H 4.420.000 1.308.000 1.080.000 800.000 500.000
2 | SUMA TERA UTARA O/H 4.960.000 1.500.000 1.250.000 800.000 500.000
3 | RIAU O/H 3.450.000 1.500.000 1.250.000 800.000 500.000
4 | KEPULAUAN RIAU O/H 3.410.000 1.500.000 1.250.000 800.000 500.000
5 [ JAMBI O/H 4.000.000 1.500.000 1.250.000 800.000 500.000
6 | SUMATERA BARAT O/H 4.240.000 1.500.000 1250.000 800.000 500.000
7 | SUMATERA SELATAN O/H 4.500.000 1.500.000 1250.000 800.000 500.000
8 | LAM PUNG O/H 3.960.000 1.U5.000 1.000.000 800.000 500.000
9 | BENGKULU O/H 1.300.000 1.US.000 1.000.000 800.000 500.000
10| BANGKA BELITUNG 0O/H 2.400.000 1.125.000 1.000.000 800.000 500.000
11 BANTEN O/H 4.250.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 750.000
1.2 JAWABARAT 0o/H 4250.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 750.000
D.K.I. JAKARTA O/H 8.720.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 750.000
—14/ JAWA TENGAH O/H 4.250.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 750.000
15[ D.l. YOGYAKARTA O/H 4.620.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 750.000
161 JAWATIMUR O/H 8.720.000 2.500.000 1.500.000 1.000.000 750.000
17] BAU O/H 8.720.000 2.500.000 1.500.000 1.100.000 750.000
18] NUSA TENGGARA BARAT O/H 3.056.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 700.000
19| NUSA TENGGARA TIMUR O/H 3.000.000 2.000.000 1.250.000 800.000 600.000
20] KAUMANTAN BARAT O/H 2400.000 1.130.000 1.000.000 800.000 600.000
21| KALIMANTAN TENGAH O/H 3.000.000 1.350.000 1.000.000 800.000 600.000
22| KALIMANTAN SELATAN O/H 4250.000 1.420.000 1.000.000 800.000 600.000
23| KALIMANTAN _TIMUR O/H 4.000.000 2.000.000 1.250.000 800.000 600.000
24| SULAWES| UTARA O/H 4.000.000 2.000.000 1.250.000 800.000 600.000
25| GORONTALO O/H 1.320.000 1.010.000 1.000.000 800.000 600.000
26| SULAWESI BARAT O/H 1.260.000 1.030.000 1.000.000 800.000 600.000
27] SULAWES| SELATAN O/H 4.820.000 1.500.000 1.250.000 1.000.000 750.000
28| SULAWESI TENGAH O/H 2.030.000 1.040.000 1.000.000 800.000 600.000
29] SULAWESI TENGGARA O/H 1.850.000 1.070.000 1.000.000 800.000 600.000
~0| MALUKU 0/H 3.000.000 1.030.000 1.000.000 800.000 600.000
MALUKU UTARA O/H 3.110.000 1.512.000 1.000.000 800.000 600.000
r..)2| PAPUA O/H 2.850.000 2.500.000 1.500.000 1.000.000. 750.000
| 33| PAPUA BARAT O/H 4.500.000 2.500.000 1.500.000 1.000.000 750.000




IL.

SATUAN BIAVA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROVINS!

(dalam_rupiah)

NO| KAE,UPATEN / KOTA SATUAN TARIF HOTEL
TINGKAT A | TINGKAT B | TINGKATC | TINGKATD | TING KATE
1 | BITUNG 0o/H 2.000.000 1.500.000 1.000.000, 650.000]  400.000
2 | TOMOHON O/H 2.000.000 1.500.000{ 1.000.000 650.000f 400.000
3 | MINAHASA 0/H 2.000.000 1.500.000{ 1.000.000 800.000f 450.000
4 [ MINAHASA SELATAN 0/H 2.000.000 1.500.000 1.000.000 650.000f 400.000
5 | MINAHASA UTARA 0/H 2.000.000 1.500.000{ 1.000.000 650.000f 400.000
6 | MINAHASA TENGGARA 0o/H 2.000.000 1.500.000] 1.000.000 650.000] 400.000
7 | BOLAANG MONGONDOW 0O/H 2.000.000 1.500.000]  1.000.000 650.000]  400.000
8 | BOLAANG MONGONDOW UTARA 0/H 2.000.000 1.500.000 1.000.000, 650.000] 400.000
9 | BOLAANG MONGON DOW TIMUR 0/H 2.000.000 1.500.000] 1.000.000 650.000] 400.000
10] BOLAANG MONGONDOW SELATAN 0/H 2.000.000 1.500.000] 1.000.000 650.000]  400.000
11| KOTAMOBAGU 0o/H 2.000.000 1.500.000 1.000.000 650.000]  400.000
12| KEPULAUAN SITARO O/H 1.750.000 1.000.000 800.000 500.000]  350.000
13| KEPULAUAN SANGIHE 0/H 1.750.000]  1.000.000 800.000 500.000]  350.000
14| KEPULAUAN TALAUD 0/H 2.750.000 1.250.000 850.000 550.000]  400.000
15| MAN ADO 0O/H 4.000.000] 2.000.000 1.250.000 850.000]  500.000
Keterongon -

Biava Penginapan Perjalanan Dinas pada masing-masing tabel diatas sebagai patokan batas tertinggi

dan dibayarkan secararill cost

Satuan Biaya Penginapan dalam label mi merupakan patokan batas tertinggl yang menjadi dasar untuk

melaksanakan pembayaran panjar kepada Pelaksana 5PPD.

Pamr KootdlnaSl BadJin Kewinpn

PeJabat Tanggal

IC~bld An1113rm BTL
Kabld Anggaran
Selcreraris Sadan Keuangan

Pit Kepala Sadan Klluangan

Pit ~pala Baglan Hukum

Asisten Administrasl Umum

Wakll 8UpaU Minahi.sa Utara

BupiJlJ Minahasa uu,r., MOtfON DENGAN

HORMAT UHTUIC
DffANDATANGANI



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOH 02 -Al-lufl DI 9

TANGGAL ~ OAt,1~12 W19

TENTANG PERJALANANDINAS BAGI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA OAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN

PEGAWAITIDAK TETAP DI UNGKUNGAN PEMERINTAHKABUPATENMINAHASA UTARATAHUNANGGARAN2019
BIAVA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH
NO URAIAN TINGKAT PERJALANAN DINAS
Tingkat A Tingkat B Tingkat C Tingkat D Tingkat E
l Blaya Pemetian 10.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 3.500.000,00

2 Biaya Angkutan

Menu rut Tarlf Vang Berlaku dan Alat Angkutan Vang Dlgunakan

ParafKoordInasl Sadan I<euanpn

Pejabu

Tanual

Kasubld An8lJliran BTI

Kabld Anuaran

Sokretarb Bndnn 1<eu3ngen

Pl Kepale Baden Keuansan

Pit Kepala Bglan HUk.un,

Aslst:en Adminbtrasl Umum

Sllkrllt.it~ Oallluh

Wakll 8up:ttl Min<hHI Utatl

8upall Mittalau Ubua

MOHON DENGAN
HORMAT UNTUI<
DITANDATANGANI

BUPATI MINAHASA UTARA




Lamplran VII PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR

- 7- TA tttiN 2.119

TANGGAL : ~ ..7TANLtA~] ~,

TENTANG

PERJAIANAN  DINAS BAGI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH,
PEGAWAJ NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIOAK TETAP DI UNGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

PERANGKAT DAERAH
DI UNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MINAHASA UTARA

Nama

NIP

Golongan/Ruang
Jabatan

Tujuan

Maksud

Jumlah Hari
Pembeoanan Biaya

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor:

. (diisi nama jabatan Pejabat berwenang memberi perintah) Kabupaten

Bupati Minahasa Utara dengan ini menugaskan kepada :

Demlkfan Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dlkeluarkan di
Pada Tanggal

a.n. BUPATI KABUPATEN MINAHASA UTARA
Sekretaris Daeroh/Asisten/Kepafa
Perangkat Daeroh

Kabkl~
s ; IITT!bruBadan~""""""Pn ——= = ——t-=+1lr."}~,..--
'Pit~ - —. 1 fl- — -E>-4-1-"""—]

Mt (- -s-- —~————1———}F1----UrJ-

A mll‘l‘]?«“ Umum_ - I R M

MOON...-,,
HOIIM.U UHTUK
DITAHDATAHGANI




Lamplran VIl PERATURAN  BUPATI MINAHASA  UTARA

NOMOR . Z TAWN :2.bt9

TANGGAL : =. JANUARt —I19
TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH,
PEGAWAJ NEGERI SIPIL DAN PEGAWAJ TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

Lembar Ke
Nomor

SURAT PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS (SPPD)

NOMOR/TANGGAL _SPT:

1

PENGGUNA ANGGARAN / KUASA
PENGGUNA ANGGARAN

NJIMA / NIP PELAKSANA SPPO

a. PANG KAT DAN GOLONGAN
b. JABATAN/INSTANSI
c._ TINGKAT BIAVA PERJALANAN DINAS

MAKSUO PERJALANAN DINAS

MODA TRANSPORTASI

a. TEMPAT BERANGKAT
b. TEMPAT TUJUAN

a. LAMA PERJALANAN DINAS

b. TANGGAL BERANGKAT

c.TANGGAL HARUS KEMBAU/TIBA DI
TEMPAT BARU *)

c o o|o e

PENGIKUT: NAMA

1
2

TANGGAL LAHIR KETERANGAN

PE\IIBEBANAN ANGGARAN
a. PO/UPTD

b. NOMOR DPA/DPPA

c. NAMA KEGIATAN

d. <ODE REKENING

e o o

°)caretyang tidak perlu

Dikeluarkan di
Tanggal

an. BUPATI MINAHASA UTARA
Sekretaris Daerah/ Asisten/Kepala
Perangkat Oaerah



Berangkat dari
(Tempat Kedudukan)

PadaTanggal
Ke
PA/KPA
( )
NIP.
1. Tiba di Berangkat dari
Pada Tanggal Ke
kepala Pada Tanggal
Kepala
NIP. NIP.
M. Tiba di Berangkat dari
Pada Tanggal Ke
I<epala Pada Tanggal
Kepala
( ( |
NIP. NIP.
IV.Tiba di Berangkat dari
Pada Tanggal Ke
Kepala Pada Tanggal
Kepala
( ( j
NIP. NIP.
V. Tiba di Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut

(Tempat Keduduk.an)
Pada Tanggal

PA/ KPA

NIP.
VI.Catatan Lain-Lain :

singkatnya

PPK

NIP.

dilakukan atas perintah Pejabat Berwenang dan semata-mata
untuk kepentingan jabatan dalam walcru yang sesingkat-

VIl.Perhatian:

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang

mengesahkan tanggal berangkat/tiba,

serta pihak yang terlibat dalam penerbitan SPPD bertanggungjawab

berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara apabila menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan
keafpaanya.
Paraf Koo<dlnosJBadal\ Ktluanga1'
Pejabat. Tanggal Para!

Kasubld AA—ran 8TI

PIl ~epala ~n Kewingan

Pit If~a Bagiln Hukum

Asls~n Adminlst.rul Umum

seknetarls tnerah

Walat Bupau Minahasa Utara

Bupatl MmahHa Utara

MOHON DEHGAN
HORMAT UNTUK
DITANOATANGANI

E PANAMBUNAN

—~ 7



umpiran X PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

TAH-~ ao1~

~ JiLFA\VATJ  .2.0(9
PEIUALANAN DINAS BAGI KEPALA DAERAH/WAKILKEPALA DAERAH,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI UNGKUNGAN

PEMERJNTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

TANDA TERIMA UANG MUKA PERJALANAN DINAS

Sudah Tenma darr Bendahara Pengeluaran (D
Uang Sejumlah R DICON e I )
Yakni _Pembavaran Uana Muka Perialanan Dinas denaan perincran sebaaal berliut
1. Uang harian Rp
2. Biaya transpor Rp
3. Biaya penglnapan Rp
4. Uang representasi Rp
5. Sewa kendaraan dalam kota Rp.
6. Biaya pemetian jenazah Rp.
7. Biaya angkutan Jenazah Rp.
JUMLAH Rp.
Sesuai
SPPD NOMOT e (3)
Tanggal L eeccneecceceseciecsinesnnniee cessecssellee_cene_cesesnas(enecsas )
............... . (5)
Yang Menerima
Terbllang : Rp. .__ _(6)
NIP.
PPTK Benda hara Nama Keglatan Buku Kas
Tanggal Nomor
( I ( )
NIP. NIP.
@)

=

Dilsl nama PD.

LG

3) Diisi dengan nomor SPPD.
)

AA@AAAA

4 Diisi dengan tanggal SPPD.
6) Diisl dengan angka besaran Jumlah uang yang dlbayarkan.
7) Diisi Nama Kegiatan berkenaan dengan dilaksanakannya

ICaoubld~BTL
"'Ibid.on_.,, ---—--- 1---
Sebt!'Utla a...d8n Ke~

Pt;. ~ 8.adan Ktuanpn

Plt.I(s;alas..., H-

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT
TAHDA TERIMA UANG MUKA PERJALANAN DINAS

Ausitft Adm,f"I~tePvmum — < ——— _ —— ———-= Hmm

MO-OOIGAI,
HORMATUKNK
DITAOIOATANGAHI

Diis! dengan huruf balok besaran jumlah uang yang dibayarkan

Dlisi nama Kota tempat kedudukan, tanggal, bulan dan tahun

Perjalanan Dinas.



Lampiran X

NOMOR

TANGGAL 3 :JAfIULO.

TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI KEPAIA DAERAH/WAKIL KEPAIA DAERAH,

Lampiran SPPD Nomor
Tanggal

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

~ 1A((UN U><~

~1 .U

PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIOAK TETAP 01 UNGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MJNAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN BIAVA PERJALANAN DINAS
MENGANTARJENAZAH

No.

PERINCIAN BIAVA

JUMLAH KITT RANGAN

biaya transpor keluarga

uang harian

Biaya pemetian Jenazah

biaya angkutan jenazah

JUMLAH:

Rp.

Terbilang

Telah dlbayar sejumlah
Rp

Bendahara Pengeluaran

NIP.

...................... tanggal, bulan, tahun
Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp

Yang Menerima

Paraf ICoordlnasl Bad.an |<euanpn

L

Pt~abat Taneaal
Kasubld A1'garan BTL

Kabld ~nggara-;;- -

Sekretarls Bltdan ICeuangan

Pit. Kepala Bidal'Keuan11an

Pit. Kepala Bz1lan Hw.um

Asis]"" Adml~bttaslUmum

SektettrisOurah

Waltll Bupatl "linahlla Utara

Paraf l-

Bupatl Minahas.i Utira

MOHON DENGAN
HORMAT UNTUK
DrTANDATANGANI




L.ampiranXI PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 2. TA&4M :ZD~
TANGGAL  ~ :I~NLHt21 2.0 9
TENTANG  PERJALANAN DINAS BAGI KEPATA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI UNGKUNGAN
PEMERINTAH ICABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PERJALANAN DINAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NaM @ e = e 1)
NIP . 2)
Pangkat/Golongan .o e (3)
Jabatan e (4)
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
(1) sehubungan dengan Surat Pertntah Tugas Nomor: 5)
serta Surat Pelaksanaan Perjalanan Dinas Nomor:
.............. (6) Tanggal (7) maka saya telah rnelaksanakan

Perjalanan Dinas dimaksud.

(2) saya bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran seluruh penggunaan blaya
Perjalanan Dinas, maka sehubungan dengan hal tersebut saya menyatakan
bahwa saya tidak melakukan.

a). pemalsuan dokumen;

(

(b).  tindakan berupa menaikkan dari harga sebenamya (mark up);

(c). Perjalanan Dinas ranglcap (dua kali atau lebih);

(d). hal-hal lain yang berakibat kerugian daerah/negara sehubungan dengan

pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud.
Demikian pemyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian ~
hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, Sava bersedia menerima sanksi sesuai
Peraturan Perundang-Undangan.

. (8)

Yang membuat pemyataan,

NIP. (10)



PETUNJUK PENGISIAN FORMAT
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PERJAIANAN DINAS

(1)  Oiisi nama Pelaksana SPPO.

(2) Diisi NIP Pelaksana SPPD.

(3) DiisiPangkat/Golongan Ruang Pelaksana SPPD.

(4) DiisiJabatan PelaksanaSPPD.

(8)  Diisi nomor Surat Perintah Tugas

(6) Dilsl nomor SPPD.

(7) Diisi tanggal SPPD.

(8)  Diisi nama Kata tempat kedudukan, tanggal, bufan serta tahun.
(9) Ditsl nama dan tandatangan PelaksanaSPPD. |.

(10) Diisi NIP PelaksanaSPPD. (1

Pa.. ' 1CoordIn115IS .dar,Keuanpn

Kabld An&Pran
S.krel 1,1s BadanlICl'Uancan

Pit IC+p,,la S.ct.n Hulwm

Alilltf11 Adminfetrast ~ Umum
S.knrlan, DHnh
wakllB~JYtlMIMhasa Utara

Bupot Mlnahal. Auam, MOHON DEf~GAN
HOIMATUNT\.IIC
DITANDATANGAHI




Lampiran Xl PERATURAN BUPATIMINAHASAUTARA
NOMOR ). ~ fitJN AJ>\9
TANGGAL 7> .JA-HIUA~t 2.0(9
TENTANG ~ PERJAIANAN DINAS BAGI KEPAIA DAERAH/WAKILKEPALA DAERAH,
PEGAWAINEGERISIPIL DAN PEGAWAITIDAi< TETAP DI LINGIKUNGAN
PEMERINTAHI<ABUPATEN MINAHASAUTARA TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTARPENGELUARANRIil BIAVA PERJAIANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor

Tanggal
No. PERINCIANBIAVA JUMLAH BUKTI PEMBAYARAN®)
1
2
3 |dst. ...
JUIVLAH: Rp.
Terbttang
Telah dibayar sejumlah tanggal, bulan, tahun
Telah menerima jumlah uang sebesar
Bendahara Pengeluaran Yang Menerima
NIP. NIP.
PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG
Ditetapkan Sejumlah - Rp
Yang telah dibayar semula " Rp
Sisa kurang/lebih " Rp
Mengetahui: MenyetuJui:
Pengguna Anggaran / Pejabat Pelaksana
(uasa Pengguna Anggarar Teknis Keglatan
NIP. NIP.
Catatan -

*) Kolomn yang berfungsi sebagal check-list (coretyang tidak perlu).

Paraf Koordmasi a.clan ICeuangan

ICilb,dAngpr.m

Sek,..,taatls Badan 1Ceuatlpn
piL I<ep, la BadDn—l(—=g=.~-Jle—————- il

Pll Krpala B,gilan Hukurn —f, ir———..—-

Asinen Admlnistrasi Umum

Sek,..,au,s Oad'tllh

Wakil Bupiil Minahas.i Utara

| BupatiMi11ah.uaJtar.i MOMON Ofl.GAN
HORMAT UNTUIC
DITANDATANGANI




Lampiran Xl PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR : ~ ~ 2.DI5}
TANGGAL .4 JAN~P\ 20(9
TENTANG  PERJALANANDINAS BAGI KEPALAOAERAH/WAKILKEPALADAERAH,
PEGAWAINEGERISIPIL DAN PEGAWAITIDAK TETAP DI UNGI<KUNGAN
PEMERINTAH KABUPATENMINAHASA UTARATAHUN ANGGARAN2019

O KOP NASKAHOINAS PERANGKATOAERAH(1)

lambang Daerah

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
Perjalanan Dinas Jabatan (2)

| Pendahuluan.
A. Umum/latar belakang

B. Landasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan

Il. Kegiatan yang dilaksanakan
ll.  Hasi yang dicapai

V. Kesimpulan dan Saran

Dibuat di (3)

pada tanggal .......=__.... 4)

Pelaksana SPPD

Pangkat (7)

NIP. (8)



PETUNJUK PENGISIAN FORMAT
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

(1) Kop Naskah Dinas hanya dipakai apabila laporan Perjalanan Dinas Jabatan dibuat oleh Pelaksana
SPPD di PD selain Sekretariat Daerah yang ditujukan kepada Bupati/Wakil ~Bupati/Sekretaris Daerah

N

Dlisi nama dan substansi kegiatan/acara yang diikutl dalam pelaksanaan Perjalanan.

TS

)
3) Diisi nama Kata tempat kedudukan.
)

Qiisi tanggal, bulan serta tahun.

w2
=

Qiisi jabatan Pelaksana SPPD
Olis! nama Pelaksana SPPO

7) Oiisi Pangkat Pelaksana SPPD.1
)

—_ o~ =~
)
=

8) Oiisi NIP Pelaksana SPPO.
ParafKoordinasl Badan Keuangan
Pejabal Tanggal
~sut.ld An&gilran €11
KabldA~ran

Seluetart, Badiln Keuang;m

Pit. Kupala Badan Keuangan

Pit Kopalu Bag.lllnHukum

Aslslen Adminlstns! Umum

Sekretari> Daer.1h

Wakll Bupatl Mlnahasa Utal'll

Bupal IMinahasa Utara MOHON OENGAN
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Lamplran XIV PERATURAN BUPATI MINAHASAUTARA
NOMOR l. 'tAtw~ 2.b\9
TANGGAL  ~ ...1"\NUAPI .:ID( 9

TENTANG PERJALANANDINAS BAGI KEPALA DAfRAH/WAKILKEPALA DA£RAH,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAITIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UANG MUKA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAME e 1)
NIP (2)
Pangkat/Golongan R Oeer O=+00 000.....00000(3)

Jabatan s (4)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Sehubungan dengan Surat Perintah Tugas Nomor : (S

serta Surat Pelaksana Perjanalan Dinas Nomor :
LI N (6) maka saya te/ah menerima uang muka (panjar) Perjalanan Dinas
dimaksud.
2. Saya akan mempertanggungjawabkan penggunaan uang muka tersebut
sefambatnya 7 (tujuh) harl kerja setelah kembali dalam pelaksanaan tugas.
3 saya bersedia mengembalikan apabila dalam pelaksanaannya terdapat selisih
lebih antara uang muka terhadap biaya rill
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian
harl terbuktl pernyataan saya inl tidak benar, saya bersedla menerima sanksl sesua
Peraturan Perundang-Undangan.

Yang membuat pernyataan,

NIP.

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UANG MUKA PERJALANAN DINAS

(1) Diisi nama Pelaksana SPPD.
(2) Dlisi NIP Petaksana SPPD.

(3) Dlisi Pangkat/Golongan Ruang Pelaksana SPPD.
4) Diisi Jabatan Pelaksana SPPD.
(5) Diisi nomor Surat Perintah Tugas
(6) Diisi nomor SPPO
(7} Dllsi nama Kota tempat kedudukan, tanggal, bulan serta tahun.
(8) Diisi nama dan tandatangan Pelaksana SPPD.
9) Dilsl NIP Pelaksana SPPD.
Praf Koo.-llnm, 81dan K<'Uanpn BUPATI MINAHASA UTARA
Peja_tJat Tangal Par.ir |
ICuubld,.,__.ranan ]t
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Pit K<pmla B~uin Hulcum L.
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tampiran XV PERATURAN BUPAIl MINAHASA UTARA
NoMoR  Z N~  ~19
TANGGAL 2 .1 :uit9
TENTANG ~ PERJAIANAN DINAS BAGI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH,
PEGAWAI NEGERJ SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK mAP DI UNGKUNGAN
PEMERIHTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

SURAT PERNVATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS
NOMOR

Yarg bertanda tangan dibawah ini:

Nama (1)
NIP s (2)
Jabatan e (3)

menyatakan dengan sesungguhnya,bahwa tugas Perjalanan DinasJabatan atas nama :

Nama e, (4)
NIP e (5)
Jabatan e (6)

dlbatalkan at.au tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanva keperluan dlnas lalnnya yang
sangat mendesak/pentmgdan tidak dapat ditunda yaltu

.............. ™)

Sehubungan dengan pembatalantersebut,pelaksanaan perjalanan dinas ttdak dapat digantikan
oteh pejabat/pegawal negeri lain.

Demiklan surat pernyataan midibuat dengan sebenamyadan apabila dikemudian harl temyata
surat pemyataan|ni tidak benar,saya bertanggungjawab penuh dan bersedia dlproses sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku.

' (8)

YangMembuat Pernyataan

......................................... 9)

....................................... (10)

....................................... (11)

PETIINJUK PENGISIAN FORMAT \ )

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS Cj

(1)  Diisi nama Pejabat Penerbit SPPD.

(2)  Diisi NIP Pejabat Penerbit SPPD.

(3) Dllsljabatan Pejabat Penerbit SPPD.

(4)  Oiisinama Pelaksana SPPD.

(5) Oiist NIP Pelaksana SPPO.

(6) Oiisijabatan Pelaksana SPPO.

(7)  Dus, alasan yang menyebabkan Pembatalan SPPO

(8)  Diisinama Kotatempat kedudukan,tanggal, bulan dan tahun.
(9)  Oiisi nama dan tandatangan Pe)abat yang membatalkan SPPD.
(10) Oiisi Pangkat Pejabat yang membatalkan SPPD.

(11) Diisl NIP Pejabat yang membatalkan SPPO

~~~~~~~ s tht~ Tl =t = L =~ el
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Lampiran XV PERATURAN BUPATI MINAHA%A UTARA
NOMOR  : 22 ,NfUN 2D
TANGGAL 3 .JANUARI éO(~
TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DAERAH/WAKII KEPALA DAERAH,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAKTETAP DI UNGKUNGAN PEMERINTAH
ICABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAVA PEMBATAIAN PERJALANAN DINAS

Nomor.

Yang bertanda tangan dibawah mi :

Nam a (1)
NIP - 2)
Jabatan (3)
PD e (4)

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor

.................. tanggal dan SPPD Nomor tanggal atas nama:
Nam a e (5)
NIP LT (6)
Jabatan (7)
PO LT (8)

dlbatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor
tanggal

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transpor berupa 9) dan biaya penginapan
yang telah terlamur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya)
sebesar Rp (10) , sehingga dibebankan pada OPA Nomor: ...... LI

tanggal. PD (11).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari temyata surat
pernyataan mi tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggung jawab penuh dan
bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Daerah .

- (12)

Yang Membuat Pemyataan



(1M
(2)
@)
“4)
(S)
(6)
)
8)
©)

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT
SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN

BIAVA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

Diisi nama PA/KPAsatuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
Diisi MIP PA/KPAsatuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
Oiisi jabatan PA/KPAsatuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
Diisi narna PD yang dibebam biava perjalanan dinasnya

Diisi nama Pelak.sana SPPD

Diisi NIP PelaksanaSPPD

Diisi jabatan Pelak.sans&5PPD

Diisi nama PD yang dibeban, brava perjalanan dinasnya

Diisi transpor yang digunakan

(10) Diisi dengan jumlah rupiahbiaya transpor dan penginaparnyangtidak dapat dikemballkan/refundsebagian/seluruhnya
(11) Oiisi nomor DPA, tanggal, dan nama PD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya

(U) Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani surat pernyataan I

(13) Dlisi tanda tangan dan nama jelas PA/KPAsatuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya '6

».:
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Lampiran XVII

NOMOR

TANGGAL
TENTANG

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
i, 7 AlitlH 2.0\~
~ JAIJAfLI ZD\9

PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI UNGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUNANGGARAN 1019

KOMPONEN BIAVA PERJAIANAN DINAS LUAR DAERAH

Jenls Perjalanan Dinas Uang Penalnapan Transpor | Jumlah Harf  Pemetlandan
Harian gihap Pegawai| Dibayarlran| AngkutanJenazah
a. Perjalanan Dmasdalam rangka Pelaksanaan Sesuai
) I ] n -
tugas pokok dan fungsi PD Penugasan
b. Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, " I " Sesuai
seminar dansejenisnya. Penugasan
c. Perjalan Dinas dalam rangka Maksimal90
Pengumandahan (Detasering) L n n (sembilan -
puluh) hart
d. Perjalanan Dinasuntuk menempuh ujian )
, ) " ] \Y 2 (dua) hari -
dinas/unan jabatan
e. Perjalanan Dinas untuk Menghadap Majelis
Penguji I(esehatan Pegawai Negeri atau menghadap )
. . Sesuai
seorang dokter penguji kesehatan yang dltunjuk, n n n P -
untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang enugasan
kesehatannya guna kepentingan jabatan
f. Perjalanan Dinas untuk memperoleh
pengobatan berdasarkan surat keteranga dokter " I v Sesuai
karena mendapat cedera pada waktu/karena Penugasan
melakukan tugas
g. Perjalanan Dinas untuk mendapatkan S )
pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguiji " " n esual -
: . Penugasan
Kesehatan Pegawai Negeri
h. Perjalanan Dinas untuk mengikuti Pendidikan i " " Maksimal 2
setara D ploma/51/52/53 (dua) hari )
i. Perjalanan Dinas untuk mengikuti pendidikan " " " Sesua,
dan pelatihan Penugasan )
j. Perjalanan Dinas Jabatan untuk
menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman " i " Maksimal 3 "
jenazah Pejabat negara/pegawai negeri yang (tiga) hari
memzeal dunia dalam melakukan perjalanan dinas
k. Perjalanan Dinas untuk
menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman )
. . . . Maksimal 3
jenazah Pejabat negara/pegawai negeri yang ] \ n tiqa) hart
meninggal dunia dari tempat kedudukan yang (tiga) ha
terakhir ce kota rempat pemakaman
. Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi dan v " v Maksimal 3
Konsultasi [tiga) hari
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